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Nirlaba adalah istilah yang biasa digunakan sebagai sesuatu yang 
bertujuan sosial, kemasyarakatan atau lingkungan yang tidak semata-mata 
untuk mencari keuntungan materi(uang).

Organisasi nirlaba atau organisasi non profit adalah suatu organisasi yang 
bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam 
menarik publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada 
perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter). 
organisasi nirlaba meliputi keagamaan, sekolah negeri, derma publik, 
rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam 
hal perundang-undangan, organisasi sukarelawan, serikat buruh.
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a. Organisasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat
b. Yayasan Sosial
    Misalnya : Supersemar, Yatim Piatu dsb
c. Yayasan Dana
    misalnya : YDSF, Pundi Amal SCTV, RCTI Peduli, Dompet Dhu’afa,
d. Lembaga Advokasi
    Misalnya : Kontras, YLKI, Perlindungan kekerasan dalam RT
e. Balai Keselamatan
    Misalnya : Tim SAR
f.  Konservasi lingkungan / satwa
    Misalnya : WALHI, Pro Fauna
g. Rumah Sakit dan Organisasi Kesehatan Masyarakat
h. Yayasan Kanker Indonesia
i.  PMI



v Dalam hal kepemilikan, 
pemilik jelas memperoleh 
untung dari hasil usaha 
organisasinya.  

v  Dalam hal donatur organisasi 
laba yang telah memiliki 
sumber pendanaan yang jelas, 
yakni dari keuntungan 
usahanya. 

v  Dalam hal penyebaran 
tanggung jawab, pada 
organisasi laba telah jelas 
siapa yang menjadi Dewan 
Komisaris, yang kemudian 
memilih seorang Direktur 
Pelaksana. 
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v  Dalam hal kepemilikan, tidak 
jelas siapa 
sesungguhnya ’pemilik’ 
organisasi nirlaba, apakah 
anggota, klien, atau donatur. 

v  Dalam hal donatur, 
organisasi nirlaba 
membutuhkannya sebagai 
sumber pendanaan.

v  hal ini tidak mudah dilakukan. 
Anggota Dewan Komisaris 
bukanlah ’pemilik’ organisasi.
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1. Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak 
mengharapakan pembayaran kembali atas manfaat ekonomi yang 
sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.

2. Menghasilkan barang dan/ atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, 
dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak 
pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut.

3. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, 
dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat 
dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut 
tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada 
saat likuiditas atau pembubaran entitas.



Di Amerika Serikat (AS), Financial Accounting Standard Board (FASB) 
telah menyusun standar untuk laporan keuangan yang ditujukan bagi 
para pemilik entitas atau pemegang saham, kreditor dan pihak lain yang 
tidak secara aktif terlibat dalam manajemen entitas bersangkutan, 
namun mempunyai kepentingan. FASB juga berwenang untuk 
menyusun standar akuntansi bagi entitas nirlaba nonpemerintah, 
sementara US Government Accountingg Standard Board (GASB) 
menyusun standar akuntansi dan pelaporan keuangan untuk pemerintah 
pusat dan federal AS.
Di Indonesia, Departemen Keuangan RI membentuk Komite Standar 
Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Organisasi 
penyusun standar untuk pemerintah itu dibangun terpisah dari FASB di 
AS atau Komite Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia 
di Indonesia.
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karena karateristik entitasnya berbeda. Entitas pemerintah tidak 
mempunyai pemegang saham atau semacamnya, memberikan 
pelayanan pada masyarakat tanpa mengharapkan laba, dan mampu 
memaksa pembayar pajak untuk mendukung keuangan pemerintah 
tanpa peduli bahwa imbalan bagi pembayar pajak tersebut memadai 
atau tidak memadai.
International Federation og Accountant (IFAC) membentuk IFAC Public 
Sector Committee (PSC) yang bertugas menyusun International Public 
Sector Accounting Standartd (IPSAS). Istilah Public Sector di sini berarti 
pemerintah nasional, pemerintah regional (misalnya Negara bagian, 
daerah otonom, provinsi, daerah istimewa), pemerintah local (misalnya 
kota mandiri), dan entitas pemerintah terkait (misalnya perusahaan 
Negara, komisi khusus). Dengan demikian PSC tidak menyusun standar 
akuntansi sector public nonpemerintah
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vIndonesia
Di Indonesia, organisasi nirlaba telah berkembang cukup pesat, 
terutama di bidang keagamaan serta advokasi. Selain itu, dibidang 
pendidikan kini juga mulai berkembang, seperti yang dilakukan oleh 
Internews Indonesia, dimana mereka melakukan bimbingan bagi para 
jurnalis.

vAmerika Serikat
Perkembangan organisasi nirlaba di Amerika Serikat telah sangat jauh 
lebih maju dibanding Indonesia, terutama dalam bidang keagamaan. 
Amandemen Pertama Amerika Serikat menjamin kebebasan beragama 
bagi masyarakatnya. Bagaimanapun, organisasi nirlaba relijius seperti 
gereja, tunduk kepada lebih sedikit sistem pelaporan pemerintah pusat 
dibanding dengan banyak organisasi lain. Dalam hal perpajakan, 
organisasi nirlaba relijius di Amerika Serikat juga dikecualikan dari 
beberapa pemeriksaan ataupun peraturan, yang membedakannya 
dengan organisasi non relijius
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vKanada
Di Kanada, organisasi nirlaba yang mengambil format derma biasanya 
harus dicatatkan di dalam Agen Pendapatan Kanada (Canada Revenue 
Agency).

vKerajaan Inggris
Di Inggris dan Wales, organisasi nirlaba yang mengambil format derma 
biasanya harus dicatatkan di dalam Komisi Pengawasan Derma. Di 
Skotlandia, Kantor Pengatur Derma Skotlandia juga melayani fungsi 
yang sama. Berbeda dengan organisasi nirlaba di Amerika Serikat, 
seperti serikat buruh, biasanya tunduk kepada peraturan yang terpisah, 
dan tidak begitu dihormati sebagaimana halnya derma dalam hal 
pengertian teknis.
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Organisasi nirlaba di beberapa negara
(lanjutan)



Menurut PSAK No.45 bahwa organisasi nirlaba memperoleh sumber 
daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang 
tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. (IAI, 2004: 
45.1).

PSAK No. 45 ada lima macam, yaitu :
1.  Laporan posisi keuangan.
2.  Laporan aktivitas.
3.  Laporan perubahan aktivitas bersih. 
4.  Laporan arus kas. 
5.  Catatan atas laporan keuangan.
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a. Laporan Posisi Keuangan
Sisi sebelah kiri menyajikan kekayaan (aktiva) universitas. Penyajian 
di-urutkan berdasarkan tingkat likuiditas dari yang paling likuid yaitu Kas 
dan Setara Kas sampai dengan yang paling tidak likuid yaitu Aktiva Tetap.
Sisi sebelah kanan menyajikan kewajiban (utang) dan aktiva bersih. 
Kewajiban disajikan sesuai dengan urutan jatuh temponya. Sedang-kan 
aktiva bersih disajikan sesuai dengan urutan tidak terikat, terikat 
semen-tara dan terikat permanen.

b. laporan Aktivitas
Sisi pendapatan menyajikan seluruh penerimaan. Sisi pengeluaran 
menyajikan seluruh penge-luaran  dalam satu periode akuntansi yang 
terdiri dari pengeluaran akademik dan nonakademik. Perbedaan 
pendapatan dan pengeluaran merupa-kan perubahan aktivita bersih pada 
periode tersebut.

c. Laporan Arus Kas
Arus Kas operasional menyajikan Kas masuk dan Kas keluar untuk 
operasional .Diklasifikasikan sebagai Arus .Arus Kas investasi menyajikan 
Arus Kas keluar untuk investasi (pem-belian dan pembangunan aktiva 
tetap). Arus Kas pendanaan menyajikan Arus Kas aktivitas pendanaan 
(sumbangan dsb.).
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Banyak yang bertanya, apakah organisasi nirlaba, yang mana 
mereka tidak mengambil keuntungan dari apapun, akan dikenakan pajak? 
Sebagai entitas atau lembaga, maka organisasi nirlaba merupakan 
subyek pajak. Artinya, seluruh kewajiban subyek pajak harus dilakukan 
tanpa terkecuali. Akan tetapi, tidak semua penghasilan yang diperoleh 
yayasan merupakan obyek pajak.

Pemerintah Indonesia memperhatikan bahwa badan sosial 
bukan bergerak untuk mencari laba, sehingga pendapatannya 
diklasifikasikan atas pendapatan yang obyek pajak dan bukan obyek 
pajak. Namun di banyak negara, organisasi nirlaba boleh melamar status 
sebagai bebas pajak, sehingga dengan demikian mereka akan terbebas 
dari pajak penghasilan dan jenis pajak lainnya.
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Pajak bagi organisasi nirlaba
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Pengertian Akuntansi dan Laporan Keuangan : 
Proses pengumpulan,pengolahan dan pengkomunikasian informasi 
yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan menilai kinerja 
organisasi

Akuntansi secara normatif memiliki 3 aspek, yaitu :
1. Sifat informasi yang diberikan 
2. Kepada siapa informasi tersebut diberikan
3. Tujuan informasi
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v Organisasi sektor publik dituntut untuk dapat membuat laporan 
keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal seperti 
laporan kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non 
finansial.

v Beberapa alasan perlu dibuatnya Laporan Keuangan :
a) Dari sisi manajemen perusahaan

Laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi 
kinerja manajerial dan organisasi.

b) Dari sisi pemakai eksternal 
Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme 
pertanggungjawaban dan sebagai dasar pengambilan keputusan.

c) Dari sisi sektor publik 
diwajibkan untuk membuat laporan keuangan dan laporan tersebut 
perlu diaudit untuk menjamin telah dilakukannya true and fair 
presentation.



1. Dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia 
sumber daya, pemakai dan calon pemakai lainnya dalam penbuatan keputusan 
yang rasional mengenai alokasi sumberdaya organisasi.

2. Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia 
sumberdaya, pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelanyanan yang 
diberikan oleh organisasi non bisnis.

3. Dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia 
sumber daya, pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer 
organisasi non bisnis atas pelaksanaan tanggungjawab pengelolaan serta aspek 
kinerja lainnya.

4. Memberikan informasi mengenai sumberdaya ekonomi, kewajiban dan kekayaan 
bersih organisasi, pengaruh dari transaksi, peristiwa dan kejadian ekonomi yang 
mengubah sumberdaya dan kepentingan sumberdaya tersebut.

5. Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama 1 periode.
6. Menunjukkan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan 

membelanjakan kas, utang dan pembayaran kembali utang dan faktor lain yang 
mempengaruhi likuiditas organisasi

7. Memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakai dalam 
memahami informasi keuangan yang diberikan.
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